
 

 
 

PEMERINTAH  KABUPATEN  PONTIANAK 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK 
 

NOMOR       5   TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

PAJAK  HOTEL 
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 
 

BUPATI  PONTIANAK, 
 

Menimbang        : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu 
dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pontianak Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Pontianak tentang Pajak  Hotel; 

  
Mengingat           : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1981  tentang Hukum Acara 

Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah  
dengan  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 



 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara  Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Mengeri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007); 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 1); 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  

 
dan 

 
BUPATI  PONTIANAK 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan      : PERATURAN DAERAH  TENTANG  PAJAK HOTEL 
 

BAB  I 
KETENTUAN  UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
 
3. Bupati adalah Bupati Pontianak. 
 



 

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai tugas dan fungsinya 
melakukan pemungutan  Pajak Daerah. 

 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
6. Pajak Hotel   adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
 
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait 

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, 
serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

 
8. Pengusaha Hotel  adalah orang pribadi  atau badan yang  menyelenggarakan 

usaha Hotel baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama  pihak 
lain yang menjadi tanggungannya. 

 
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa 

pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

 
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah 

surat yang oleh Wajib Pajak digunakakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan 
kewajiban  sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

 
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

 
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 

ketetapan pajak yang  menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 
 
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar. 

 
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak  yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

 
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang. 

 
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak  sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

 
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

 
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Sura 

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhatap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

 
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah suatu keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam pnerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat 
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, 
atau Surat Keputusan Keberatan. 



 

 
  

BAB  II 
PAJAK  

 
Bagian Pertama 

Nama, Objek dan Subjek  Pajak  
 

Pasal  2 
 
Dengan nama Pajak Hotel dipungut  pajak atas kegiatan pelayanan  Hotel   
 

 
Pasal  3 

 
(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya 
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan 
hiburan. 

 
(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah faslitas telepon, 

faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan 
fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. 

 
(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 
 
b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 

 
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

 
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenisnya; dan 
 

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarkan oleh Hotel 
yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

 
 

Pasal  4 
 

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran 
kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 
 
 

Bagian Kedua 
Wajib Pajak 

 
 

Pasal 5 
 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.. 
 
 
 

BAB  III 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK 

 
Pasal  6 

 
(1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada  Hotel. 
 
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

potongan harga, voucher dan menginap cuma-cuma yang diberikan kepada 
penerima  jasa hotel. 

 
 
 



 

Pasal  7 
 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). 
 

 
Pasal  8 

 
Besaran Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  dengan dasar pengenaan pajak  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 

 
 

BAB  IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN  

 
Pasal  9 

 
Pajak Hotel yang terutang dipungut di  daerah Kabupaten Pontianak tempat Hotel 
berlokasi. 
 
 

BAB V 
MASA PAJAK  DAN SAAT PAJAK TERUTANG  

 
Pasal   10 

 
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. 
 
 

Pasal  11 
 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pelayanan di Hotel. 
 
 

BAB  VI 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  DAN 

PENETAPAN PAJAK 
 

Pasal  12 
 

(1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD. 
 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 
 
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati 

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak. 
 
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. 

 
 

BAB VII 
PEMUNGUTAN  PAJAK 

 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan 
 

Pasal  13 
 
(1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan. 
 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri Pajak yang terutang dengan 

menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.  
      


